
WAL! KOTA BAUBAU 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU 
NOMOR: .L/) TAHUN 2019 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BAUBAU 

TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WAL! KOTA BAUBAU, 

Menimbang: a. bahwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 11  Peraturan Daerah 

Nomor Tahun 2019 ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2018, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Baubau tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai 

rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2018; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 

2018. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan 

Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4120); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

Mengingat 



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4024); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 



15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6057); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011  ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011  Nomor 310); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 

pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 1425); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

24. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Baubau Tahun 2009 Nomor 3); 

25 . Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau 
(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); 



26. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 8 Tahun 2017 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun 
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2017 
Nomor 8); 

27. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 8 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Baubau Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Baubau 
Tahun 2018 Nomor 8). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 

ANGGARAN 2018. 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut: 

1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah 

b. Dana Perimbangan 

c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 

Jumlah Pendapatan 

2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 

1. Belanja Pegawai 

2. Belanja Bunga 

3. Belanja subsidi 

4. Belanja Hibah 

5. Belanja Bantuan Sosial 

6. Belanja Bagi Hasil 

7. Belanja Bantuan Keuangan 

8. Belanja Tak Terduga 

b. Belanja Langsung 

1.  Belanja Pegawai 

2. Belanja Barang dan Jasa 

3. Belanja Modal 

Jumlah Belanja 

Surplus/ ( defisit) 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 

b. Pengeluaran 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

67.321.910.993,00 

721.712.711.028,00 

28.265.176.174,00 

817.299.798.195,00 

79.645.711.727,33 

7.533.035.000,00 

Rp. 362.639 .377. 979 ,00 

Rp. 335.343.616.518,00 

Rp. 0,00 

Rp. 0,00 

Rp. 24.182.951.986,00 

Rp. 2.610.000.000,00 

Rp. 0,00 

Rp. 502.809.475,00 

Rp. 0,00 

Rp. 453.284.810.688,00 

Rp. 19.324.543.400,00 

Rp. 255.729.738.065,00 

Rp. 178.230.529.223,00 

Rp. 815.924.188.667,00 

Rp. 1.326.608.963,00 



. . . 

Jumlah Pembiayaan Netto 

Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan 

Rp. 

Rp. 

72.112.676. 727,33 

76.634.189.987,33 

Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dalam Pasal 1 tercantum 
dalam Lampiran I Peraturan Walikota Baubau ini; 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dalam Pasal 1 dirinci lebih 
lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran; 

Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dalam Pasal 1 tercantum dalam 
Lampiran II Peraturan Walikota Baubau ini; 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Baubau ini; 

Pasal 6 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 
Kota ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau. 

Ditetapkan di Baubau 

pada tanggal, 244 all 2019 

WAL! KOTA BAUBAU, 

Diundangkan di Baubau 

pada tanggal, 24 l 
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